BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP

IBUHAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA JANIN

A. Analisis Hukum Positif Tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil
Yang Mengakibatkan Kematian Janin
Skripsi ini berbicara tentang sebuah kondisi perayaan, di mana
penganiayaan tersebut secara sadar ditujukan kepealang perempuan
yang sedang dalam keadaan hamil. Akan tetapi pengean tersebut juga
menimbulkan adanya objek tindak pidana selain ppuam, yaitu mati atau
gugurnya janin yang dikandung oleh perempuan tetseldlaka dalam
kondisi ini dapat ditemukan unsur-unsur tindak palaebagai berikut:
s Unsur objektif :
* Perbuatan penganiayaan terhadap ibu hamil yang akdragkan
kematian janin.
 Ancaman pidana:
1. Penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam pasaKUHP,
dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Tindak kejahatan terhadap janin atau kandurgy@at persetujuan
ibu hamil dalam pasal 347, dipidana dengan pidaraapa paling
lama 12 tahun.
% Unsur subjektif :

» Dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggangbp
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* Adanya kesengajaan dalam melakukan kesalahanelakiuyp

Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana gmmayaan terhadap
ibu hamil yang menyebabkan kematian janin tidakudisecara khusus dalam
sebuah rumusan pasal. Akan tetapi jika dikaitkamgde pasal 90 KUHP,
maka terdapat pasal yang dapat digunakan untuk atlengtau menjatuhkan
suatu hukuman.

Pasal 351 mengatur tentang tindak pidana pengamagalam bentuk
pokok. Pada ayat (1), dirumuskan mengenai hukunesmganiayaan dalam
bentuk pokok dengan pidana penjara paling lamatdiian delapan bulan
atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kenmug@ada ayat ke-2, di
rumuskan mengenai perbuatan yang mengakibatkan lhekat. Dimana
hukuman bagi pelaku tindak pidana ini berubah n@enpdana penjara
paling lama lima tahun.

Ayat kedua ini berkaitan secara langsung dengami&kogang menjadi
pembahasan dalam skripsi ini. Sebab sesuai dengansan pasal 90 yang
menerangkan bahwa gugur atau matinya kandungararngegrerempuan
sebagai kategori luka berat. Oleh karenanya samgahungkinkan untuk
menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pzisalyat (2).

Meskipun demikian, dalam menjatuhkan hukuman paregak hukum
harus melihat terlebih dahulu apakah suatu perbuiah masuk sebagai
kualifikasi tindak pidana penganiayaan. Seseoraagatd dikatakan telah

melakukan tindak pidana penganiayaan jika terd&esengajaanofpzet)
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yang terbatas pada wujud tujd@ndalam diri pelaku untuk melakukan
perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, menimbulkea pada tubuh orang
lain, dan merugikan kesehatan orang 4.

Dengan demikian perbuatan dengan sengaja yang ukidak oleh
seseorang itu harus merupakan suatu tujuan. Bukatu scara untuk
mencapai tujuan yang dapat dibenarkan.

Sedangkan jika penganiayaan dilakukan dengan ad&sjalaian
(culpa), KUHP juga telah mengaturnya dalam pasal 360.kias sama
dengan redaksi pasal 351, dalam pasal 360 jug& sdeara langsung di
sebutkan mengenai menyebabkan gugur atau matimya. jetapi hanya
menggunakan redaksi “luka berat’. Pasal 360 tamipatmaksud untuk
mendampingi pasal 351 dan seterusnya tentang pesggan. Dalam arti,
yang dikenai hukuman pidana tidak hanya perbuatenyebabkan luka
orang lain dengan sengaja. Tetapi juga denganatesalfulpa) yang tidak
merupakan kesengaja&ti.

Akan tetapi, tidak semua perbuatan melukai oranggae kesalahan
dijadikan tindak pidana. Yaitu, hanya apabila tpetduka berat yang artinya
ditentukan dalam pasal 90 KUHP, atau luka yang mlealykan seseorang
menjadi sakit maupun sementara tidak bisa bek&tja.

Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 tentangbBlean Kitab

Undang-Undang Pidana, Lembaran Negara Tahun 196@oNd, oleh

3 Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonegig.cit, him. 67

132 | amintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tublah Kesehatan
op.cit, 2010, him. 132

133 wirjono Prodjodikoropp.cit, him. 81

34 Ibid
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Presiden Republik Indonesia rumusan pasal 360 Kugi&h diubah dan
berbunyi sebagai berikut :

“(1) barang siapa karena kesalahannya menyebabkag tuka berat
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyataman atau dengan
pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

(2) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkang ol@n
mendapatkan luka-luka sedemikian rupa sehinggautirpbnyakit atau
halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pancaslama waktu
tertentu, diancam dengan pidana penjara paling Eangilan bulan atau
kurungan paling lama enam bulan atau denda paligypit tiga ratus
rupiah.”%

Meskipun demikian, masih terdapat perbuatan pidgaag belum
terpenuhi hukumannya jika hanya merujuk pada p3Salayat (2). Sebab
yang menjadi objek dalam kondisi ini bukan hanyeepguan yang sedang
hamil. Tetapi juga muncul objek lain, yaitu janisaw kandungan dari
perempuan tersebut. Sedangkan apabila melihat leend&daksi pasal 351
yang menjadi objek dari tindak pidana hanyalah mperean hamil, bukan
janin atau kandungan itu sendiri.

Dengan demikian dalam kondisi ini terdapat dua atkitari perbuatan
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Yaitu gsmayaan terhadap
perempuan hamil sehingga ia keguguran atau jas@mdeandungannya mati
dan gugur atau matinya janin itu sendiri.

Sedangkan dalam tindak pidana menggugurkan kandungeng
dilakukan orang lain, selain perempuan yang hamaiiud dalam pasal 347

dan 348 KUHP. Pada pasal 348 ayat (1) perbuataggoegarkan kandungan

dilakukan dengan adanya persetujuan dari peremyargg hamil sedangkan

135 Moeljatno,Kitab Undang-undang Hukum Pidanep.cit, him. 127.
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dalam pasal 347 ayat (1) dilakukan dengan tidakhyalgersetujuan dari
perempuan tersebut dengan rumusan sebagai berikut:
"(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan ratmatikan
kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuahpina dengan
pidana penjara paling lama 12 tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya petemptersebut,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tatifin

Maka kondisi ini mungkin termasuk dalam kategornibpeengan tindak
pidana ¢oncursus)dalam bentuk perbarengan peraturan atau seringudise
sebagaiconcursus idealisDikatakan sebagai perbarengan peraturan ialah
ketika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satuan pidand®’
Concursus idealissendiri diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP sebaga

berikut;

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari sattam pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu diantara aturaaraitu. Jika berbeda-beda
yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokakpaling berat*®

Akan tetapi, masih perlu diperhatikan lagi apak&iba gugur atau
matinya janin dalam kondisi ini memang benar-besesuai tindak pidana
yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 347 KUHP.Sghkea melihat ke
dalam rumusan pasal 347, menempatkan unsur keaangapih dahulu dari
pada unsur-unsur lainnya. Sedangkan dalam pasa\@i12) menempatkan
gugur atau matinya janin sebagai akibat dari pedoupenganiayaan, bukan

sebagai perbuatan yang diancam pidana. Artinya yaremjadi objek

% 1hid., him. 344

137 Barda Nawawi Arif,Sari Kuliah Hukum Pidana JISemarang : Badan Penyediaan
Bahan Kuliah Fakultas Hukum Univesitas Diponegd@89, him. 49

138 Op. cit,Moeljatni, him. 27
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kesengajaan tujuan perbuatan di sini ialah pengaarmaterhadap ibu hamil,
bukan perbuatan pengguguran atau mematikan janiaend sangat
memungkinkan penganiayaan terhadap ibu hamil tidekdampak pada
kandungannya.

Jika demikian, apakah kondisi tersebut dapat dakgat sebagai
kesengajaan menyebabkan mati atau gugurnya jaed&ngkan sudah jelas
tujuan penganiayaan ialah rasa sakit yang didesieh korban bukan
gugurnya janin. Maka, sangat penting kiranya merapaembali mengenai
unsur-unsur dalam pasal 347 agar dapat diketahdapgat kesesuaian atau
tidak dengan kondisi yang menjadi permasalahamdskaipsi ini.

Dalam rumusan pasal 347 terdapat dua perbuatan ditargng. Yaitu
perbuatan menggugurkan kandungan dan mematikan ukgad.
Menggugurkan kandungan af@rijving) diartikan sebagai melakukan
perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya dsggh&andungan
seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahibaya atau janin dari
rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilamirkgenurut alam.
Lahirnya bayi atau janin sebelum waktunya di siarus menjadi maksud
atau telah diketahui oleh pelaku. Bayi atau jararul keluar dari rahim dan
keluarnya terjadi karena paksaan oleh perbuétan.

Mengenai apakabayi atau janin harus dalam keadaan hidup atathbole
dalam keadaan mati, terdapat dua penddpeidapat pertamanenyatakan

bahwa perbuatan menggugurkan kandungan boleh Hdakterhadap bayi

139 Adami ChazawiKejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyaws.cit, him. 113-114.
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atau janin yang dalam kenyataannya sudah mati wsabgberbuatan
menggugurkan dilakukarPendapat keduamengatakan bahwa pada saat
melakukan perbuatan menggugurkan, janin atau lzgndrahim perempuan
itu harus dalam keadaan hidup.

Pendapat pertama sangat ganjil jika tindakan menggan atau
mematikan kandungan dilakukan pada bayi atau jgaimg sudah mati.
Sedangkan janin atau bayi yang sudah mati harugydigan. Karena jika
tidak digugurkan justru akan membahayakan nyawabsi Selain itu,
kejahatan yang diatur pasal 346 KUHP termasuk dadlaim ke sembilan
belas tentang kejahatan terhadap nyawa, maka dagkatannya adalah
nyawa, yaitu dengan adanya kehidupan, bukan segaagusudah mati*’

Perbuatan berikutnya ialah mematikan kandungan atengara
mematikan suatu kehidupan dalam rahim seorang per@em Jika dilihat dari
sisi kesengajaan maka yang menjadi tujuan dalanbuptan ini ialah
kesengajaan lahirnya janin atau bayi sekaligus kamganin atau bayi dari
dalam rahim** Maka perbuatan mematikan dianggap telah selesai at
terwujud setelah menimbulkan akibat kelahiran damdtian bayi tersebut.

Selanjutnya unsur tanpa izin, dapat dikatakan a@ejadengan
permasalahan dalam skripsi ini. Sebab jika meltzata rumusan pasal 351
KUHP tentunya akibat gugur atau matinya janin bukanjadi keinginan
atau maksud tujuan dari wanita sebagai korban pesnggan. Artinya unsur

tanpa izin, juga dapat terwujud dengan wanita bersbanya telah menolak

140 pid, him. 114-115
141 pid, him. 116
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atau telah tidak meminta agar kandungannya digaguetau janin dalam
kandungannya dibunufi?

Unsur “tanpa izin” dan unsur ‘dengan izin” dalamnmusannya terletak
dibelakang unsuppzettelijk'*® Ini berarti bahwa untuk dapat disebut telah
melakukan suatabortus provocatysdisyaratkan adanya suatu kesengajaan.
Dengan demikian, makabortus provocatugtu sebenarnya merupakan suatu
pengguguran yang dilakukan dengan kesengaf4an.

Apabila melihat pada wujud tujuan penganiay&adalam diri pelaku
untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan rasg saénimbulkan luka
pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatangotaim’*® Maka
mengenai hal mati atau gugurnya janin dalam kondismemungkinkan
bukan menjadi kesengajaan seperti dalam rumusah p4g KUHP tentang
pengguguran janin tanpa adanya persetujuan dariatzemil.

Sehingga harus dapat dibuktikan terlebih dahulkapaelaku di sini
memang benar-benar melakukan penganiayaan dengem tuntuk gugur
atau matinya janin. Di mana, pelaku benar-benargimemdaki perbuatan dan
akibatnya**’ Atau hanya sebatas penganiayaan yang masuk kedatansan
pasal 351. Sedangkan tidak terdapat peraturan yaaggatur tentang

kealpaan mengakibatkan mati atau gugurnya janianddUHP. Akibatnya

142 | amintang,Delik-delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Thuldian Kesehatan
op.cit, him. 103

“3|bid, him. 105

“*1bid, him. 106

145Wirjono Prodjodikoro Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonegig.cit, him. 67

1481 amintangop.cit, him. 132

147 SudartoHukum Pidana,| Semarang: Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum BNDI
1990, him. 103
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hukum tidak dapat melindungi hak-hak korban segamauh karena belum

memadai peraturan terkait kealpaan menyebabkarr gigu matinya janin.

Analisis Hukum Pidana Islam tentang Penganiayaan terhadap Ibu
Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin.

Hukum Islam telah memberikan ketentuan mengenaibuagan
penganiayaan yang mengakibatkan matinya janin leerddua tindak pidana.
Yaitu tindak pidana penganiayaan dalam jelifirah al-ja‘'ifah dan tindak
pidana atas janin. Kedua tindak pidana tersebotasuk dalam kategori yang
sama, yaitgyarimah qgisas diyat

Hukum pidana Islam, memberikan pengertian pengaamysebagai
setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badaevorsmg, tetapi tidak
mengakibatkan kematian. Sama halnya dengan sejemaibentukan pasal
351 KUHP yang berbunyi, “dengan sengaja mengakitpatlsa sakit dalam
tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikanhke&se orang lain.”
Perumusan tersebut tidak tepat karena meliputi jpgebuatan seorang
pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatanasgodokter terhadap
pasiennyd:*®

Dalam pembahasan tindak pidana penganiayaan, huklam pada
umumnya tidak membedakan antara penganiayaan yialgilcan dengan
sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini tentunya atabgrbeda dengan

ketentuan dalam hukum positif. Yang mana dibedak@ara penganiayaan

148 wirjono Prodjodikoropp.cit, him..66
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yang dilakukan dengan sengaja atau dengan adarsya kelalaian, begitu
pula dengan hukuman yang diancamkan. Menurut hykdana Islam, yang
menjadi konsentrasi dalam hukuman tindak pidanaaiah seberapa besar
pelaku harus bertanggung jawab atas akibat yangnhiitkan dari
perbuatannya. Hanya saja kesengajaan dan ketidagajaan digunakan
untuk menentukan posisi apakah suatu perbuatan apeErygan dapat
diperberat atau diperingan.

Mengenai kesengajaan, lebih jauh lagi hukum Islaemsyaratkan dua
perbuatan, sehingga dapat dikatakan sebagai sekesdngajaan dalam
tindak pidana penganiayaarfRertama perbuatan tersebut terjadi pada
(menyentuh) tubuh korban atau mempengaruhi kesédamga. Cukup
merupakan perbuatan yang membahayakan (perbuatk Maupun
maknawi) tanpa adanya ketentuan khusus mengenaiameguh yang
digunakan*® Kedug sengaja melakukan perbuatan yang harus berasal da
kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melalwakum
(pelanggaran)>®

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan kesengpgaa hukum positif.
Sebab konsep kesengajaan yang digunakan ialahgkeesara umum dalam
hal tindak pidana, yaitu kesengajaan sebagai tujuepastian dan
kemungkinan, bukan suatu konsep bagi tindak pitienentu.

Berhubungan dengan penganiayaan terhadap ibu hamailg

mengakibatkan kematian janin. Sama seperti hukusitipchukum Islam

19Abdul Qadir AudahEnsiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid JIPembaca Ahli: Alie
Yafie dkk, Jakarta: Kharisma lImu, 2008, him. 23-24
¥%bid, him. 24
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juga tidak mengatur secara khusus mengenai perygama yang
mengakibatkan gugurnya janin. Sebab pengguguran giau mematikan
janin telah diatur dalam suatu jenis tindak pidaeesendiri meskipun
dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Wiataupasih terdapat
pertentangan mengenai kesengajaan.

Akan tetapi, diantara lima jenis penganiayaan ydikgnsepkan dalam
Islam, terdapat satu jenis penganiayaan yang sé&taisus memungkinkan
untuk menimbulkan akibat gugurnya janin jika objeékdak pidana
penganiayaan ialah wanita hamil. Yadlijirah (melukai selain kepala dan
muka). Luka pada kategori ini dibagi menjadi dugiéa. Pertama al-ja'ifah.
Merupakan luka yang sampai pada rongga dada dan peik luka tersebut
di dada, perut, punggung, dua lambung, antara dah pelir, dubur maupun
tenggorokan.Kedua, ghair ja'ifah,adalah luka yang tidak sampai pada
rongga tersebut’

Dalam al-ja’ifah, jika dilakukan pada wanita hamil, sangat
memungkinkan untuk terjadinya akibat kematian jaiebab janin berada
pada rongga perut seorang wanita.

Mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku Kinpgadana
penganiayaan dalam jenjsrah hanya diterapkan hukumatiyat Sangat
sulit jika dilakukan gisas kerana tidak mungkin terjadi kesepadanan
hukuman jika luka tersebut sampai pada rongga petata dan lain

sebagainya. Sehingga syarat untuk dapat dilaksang&a@isas tidak dapat

15IAhmad Wardi MuslichHukum Pidana IslamJakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 22
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terpenuhi. Hukuman ganti rugi padd-jirrah al-ja’'ifah ialah sepertiga
diyat'® Diyat sempurna ialah seratus umta. Sedangkandiyat bagi
perempuan ialah setengah ddiyat laki-laki, yaitu setengah dari sepertiga
diyat sempurna.

Ketentuan tersebut diatur dalam hadis yang diritkayaoleh Amar bin

Hazm sebagai beriukut :

a/ll
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Artinya: “Dari Abu Bakar Bin Muhammad bin Amer bitazem dari ayah
dan kakeknya bahwasanya Rasulullah saw. Menula kepada
penduduk Yaman, di dalam surat itu tertulis: Bgraiapa
membunuh seorang mukmin tanpa sebab dan pemburiwhan
dapat dibuktikan, maka hendaklah diambil tindakaadan,
terkecuali jika wali-wali si korban tidak menganmyé.
Sesungguhnyaliyat seseorang manusia (nyawa) adalah seratus
ekor unta. Hidung jika dipotong seluruhnya dikemakhyat

C v

C o8

152 Abdul Qadir Audahpp.cit, him. 84

Ibid, him. 66

1%Al-lImam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Alibn Sinan ibn Bahr an-
Nasa’i, Sunan an-Nasa'iMesir: Tijariyah Kubra, tth, him. 142.
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Lidah dikenakardiyat, dua bibir dikenakamwliyat, dua biji pelir
dikenakan diyat kemaluan dikenakandiyat, tulang sulbi
dikenakandiyat, dua mata dikenakaglyat, satu kaki dikenakan
separuhdiyat. Luka yang sampai mengenai otak, atau selaput
tipis yang menutup otak, dikenakdiyat Melukai yang sampai
menembus perut baik dari belakang maupun dari dé@nakn
sepertigadiyat Melukai sampai merusak kulit yang membalut
tulang, dikenakardiyat lima belas ekor unta, merusakan gigi
lima ekor unta. Melukai yang menampakkan tulangktisdampai
tulangnya patah, dikenakaliyat lima ekor unta. Sesungguhnya
seorang laki-laki dibunuh, karena membunuh orangmpuan
dan terhadap orang yang memiliki emas, dikenakgat seribu
dinar.” (H.R. An-Nasa’i)

Dalam hadis di atas, Nabi telah menetapkan bahwarhan dalam
j&’ifah ialah diyat. Di sini diyat yang dibebabkan kepada pelaku dan atau
keluarganya ialatsepertiga dari diyat sempurna sebesar, yang mas di
sempurna ialah seratus ekor unta.

Bisa diamati dalam konsentrasi hukuman di sinihia&ibat luka yang
berada di dalam rongga perut saja. Artinya, hukudigat sebesar sepertiga
diyat sempura hanya ditujukan pada luka yang dideriéggh si wanita saja.
Menurut hemat penulis, ini lah yang menjadi sebatard tindak pidana
penganiayaan hanya mengancam perbuatan pelukaamqraga perut, tidak
langsung ditujukan pada akibat gugur atau matirey@nj seperti dalam
hukum positif.

Sedangkan akibat mati atau gugurnya janin di ruaruskenjadi tindak
pidana tersendiri. Karena dalam kondisi ini terdajue objek jarimah, yaitu
wanita yang menjadi objek utama dan janin atau lagdn menjadi objek

yang muncul kemudian sebagai akibat lain yang @itilkan oleh perbuatan

terhadap wanita hamil tersebut. Maka, tampaklalulukslam memandang
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dalam kondisi ini telah dilakukan dua pelanggaramgy berbeda meski
dilakukan dalam sebuah perbuatan. Oleh karenaeiakp tidak hanya akan
dijatuhi hukumandiyat terhadap wanita hamil, pelaku juga akan dijatuhi
hukuman atas perbuatannya yang berakibat pada gtmgumatinya janin.

Di dalam KUHP, rumusan pasal yang mengatur mengeragak pidana
atas janin masuk ke dalam bab ke-XIX, tentang kdghterhadap nyawa.
Hal ini seolah-olah menempatkan janin sama dengamgp yang mana orang
di sini merupakan subjek hukum. Berbeda dengan rhulslam yang secara
tegas menempatkan janin sebagai jiwa pada satdagigbukan jiwa pada sisi
yang lain*>® Janin tidak dapat disamakan dengan manusia (oraagkipun
ia dianggap memiliki jiwa, janin tidak bisa dibekan kewajiban maupun
tanggung jawab sebelum ia terpisah dari ibunya.

Hal ini sangat berpengaruh dengan hukuman yang @ik@ahkan pada
pelaku, sesuai dengan akibat perbuatan yang ditkabu Sebab seperti
dalam hukum pidana positif, tindak pidana ini digayyg sempurna jika terjadi
pemisahan, tanpa memperhatikan hidup atau ma@mya’f°

Masih sama dengan tindak pidana penganiayaan, daddak pidana ini
Islam tampak lebih memperhatikan akibat dari stiatlak pidana, berkenaan
dengan hukuman yang akan dijatuhkan, bukan beldasasuatu jenis
tindakan yang telah diperbuat. Sebab kerugian ydingimbulkan yang

menjadi alasan dijatuhkan pidana.

**Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana Islapop.cit, him. 185.
"bid, him. 100



95

Berkenaan dengan kesengajaan, niat dari seoramgiupekan sangat
berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan. Meskipara ulama’
masih berbeda pendapat apakah tindak pidana ydakgukian atas janin
dikategorikan sebagai tindak pidana yang disengiga tidak disengaja.
Menurut mazhab Maliki, tindak pidana terhadap jakadang dilakukan
secara sengaja jika pelaku sengaja melakukan garbulan kadang tanpa
sengaja jika pelaku salah dalam berdgét.

Para pengusung pendapat yang unggul dari mazhdbi Sgpendapat
dengan ulama’' Hanafiah dan Hanbaliah. Menurutmgtaki pidana pada janin
bukan tindak pidana disengaja murni, melainkan remrpai disengaja atau
tidak disengaja. Kelompok ini mengambil dalil malalhadis yang
diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasalullsaw. menjadikan
tindak pidana terhadap janin dengdigat berupa hamba sahaygh(rrah)
yang dibebankan terhadap keluarga pelaku. Pendaipdisandarkan pada

hadis Nabi:

z
_o°

3540 iz 3 pooe Al 3l 028806 &1 5a G e
s Gz L) Wi Ol pom 4l Usls omid g3
158.\%9;4_& 01.}_ J_é_;j\

Artinya : “Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya iakaa: Rasulullah saw.
telah menetapkadiyat terhadap janin yang lahir mati dari seorang
perempuan bani Lihyan, dengahurrah pembebasan seorang
budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Kémnudi
perempuan yang melahirkan itu meninggal. Maka Ridahl saw.
menetapkan bahwa harta peninggalannya untuk arsk-dan

*"bid, him. 103
158 |mam Muslim,Sahih Muslim, Juz lJIBeirut: Darul Kitab Al-llmiah, 1996, him. 1309
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suaminya, sedangkatiyat dibebankan kepadashabahnya(H.R.
Muslim).

Keluarga pelaku menanggurdjyat apabila perbuatan tersebut tidak
disengaja. Sekiranya Rasulullah menganggap sepgdmuatan ini, maka ia
tidak akan membebankaliyat pada keluarg&®

Meskipun demikian, kejahatan terhadap janin yarlgkdkan dengan
sengaja atau dengan tidak sengaja, hukuman yargjultipn harus
disesuaikan dengan hasil perbuatan yang tidak ikdaralima bentuk akibat,
sebagai berikut:

Pertama janin lahir dalam keadaan mdiiyat-nya gurrah, yaitu budak
laki-laki dan perempuan seharga lima ufifa.

Kedug janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati akilpgtrbuatan
pelaku. Pada jenis ini, hukuman yang dijatuhkaahiglsasatau dengadiyat
penuh karena perbuatan tersebut disengaja atatenupay disengaji*

Ketiga, janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati atadupi karena
faktor lain selain perbuatan pelaku. Hukumantakzir yang ditentukan oleh
hakim sebelum pemerintahan yang berwenang menenhukaimannya®

Keempat janin tidak lahir atau lahir setelah kematian nijpa,
hukumannya adalakakzir. Dengan ketentuan, selama tidak terdapat dalil
yang pasti bahwa tindak pidana tersebut mengaldhatkematian janin atau

terpisahnya, dan kematian ibu tidak ada kaitaneyeyan itu-®?

Ibid, him. 104

1%Abdul Qodir al-Audahal-Tasyri' al-Jina'i al-Islamyop.cit, him. 105
®Yibid, him. 106

1%%bid

%3bid
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Kelima, perbuatan pelaku bisa menyakiti, melukai atau mensi ibu
mati. Dalam hal ini pelaku harus dihukum sesuai gden tindakan-
tindakannya, tanpa memperhatikan hukuman yang sddatapkan dalam
tindak pidana atas janin.

Sebab hukuman-hukuman yang terakhir ini khususkutitulak pidana
atas janin, bukan untuk tindak pidana yang mengéoaya. Artinya, selain
pelaku akan dijatuhi hukuman karena tindakanya mam, ia juga akan

dijatuhi hukuman atas akibat perbuatannya yangitideleh ibu'®*

%4bid., him. 106.



